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TENTANG

PENCABUTAN SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI YANG TERKAIT DENGAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN

MASYARAKAT (PPKM)

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menjadi pandemi di Indonesia lebih
dari 3 (tiga) tahun sejak pertama kali diindentifikasi pada awal tahun 2020. Pandemi
Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, namun juga
memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat

serta sistem pemerintahan di Indonesia.



Dampak Pandemi Covid-19 tersebut di atas, mendorong Pemerintah untuk
menetapkan kebijakan untuk menyesuaikan situasi Pandemi Covid-19 dengan
pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai
kementerian yang berwenang menetapkan kebijakan di bidang manajemen aparatur
sipil negara, telah menerbitkan Surat Edaran Menteri PANRB yang terkait dengan
Pandemi Covid-19 dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM).

Presiden Republik Indonesia pada 30 Desember 2022 yang kemudian
ditindaklanjuti dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Masa Transisi
Menuju Endemi telah menegaskan bahwa situasi pandemi Covid-19 mulai terkendali
dan imunitas masyarakat terhadap Covid-19 semakin tinggi. Oleh karena itu,
Pemerintah telah mengakhiri PPKM pada seluruh wilayah di Indonesia.

Berdasarkan seluruh uraian di atas serta memperhatikan situasi Pandemi
Covid-19 terkini, dapat dipertimbangkan untuk mencabut dan menyatakan tidak
berlaku seluruh Surat Edaran Menteri PANRB terkait yang berkenaan dengan situasi
Pandemi Covid-19.

. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memperjelas status dan keberlakuan SE
Menteri PANRB yang ditetapkan terkait dengan situasi Pandemi Covid-19 dan
PPKM.

2. Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap instansi
pemerintah dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsi kewenangan
khususnya yang terkait dengan SE Menpan yang ditetapkan terkait masa Pandemi
Covid19 dan PPKM.

. Ruang Lingkup
Surat Edaran ini memuat pengaturan terhadap Surat Edaran Menteri PANRB
yang telah ditetapkan terkait dengan Pandemi Covid-19 dan PPKM di Indonesia.

. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;



3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

. Isi Edaran

1. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Edaran Menteri PANRB yang
terkait dengan pandemi Covid-2019 dan PPKM sebagai berikut:

a.

Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pengendalian
Pelaksanaan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi
Pemerintah Yang Berlokasi di Wilayah Jabodetabek Dalam Tatanan Normal

Baru;

. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pembatasan

Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah dan Pengetatan Pemberian Cuti Bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru
2021 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19);

Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembatasan
Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
Selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili Dalam Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19);

. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembatasan

Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
Selama Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru
Saka 1943 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

_ Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembatasan

Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
Selama Hari Peringatan Wafat Isa Almasih Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembatasan
Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease

2019 (Covid-19);

_Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan

Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil



Negara Seiama Hari Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19);

. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Gerakan Pegawai
Aparatur Sipil Negara Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Teladan Dalam
Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019;

i. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pembatasan

Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil

Negara Selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022

Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019;

j. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penguatan

Protokol Kesehatan Dalam Tata Kelola Instansi Pemerintah Dalam Masa

Pandemi Corona Virus Disease 2019;

. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian

Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19;

. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kinerja Pegawai
Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019;

.Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai

Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019;

. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembatasan

Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil

Negara Selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022

Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019;

. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di

Lingkungan Instansi Pemerintah Dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan

Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

_ Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga

Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai

Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019;



d. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan
Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Instansi Pemerintah Sebagai Fasilitas
Isolasi Terpusat Pasien Corona Virus Disease 2019:;

r. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan
Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja
Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019; dan

s. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima
Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai
Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

2. Dengan telah dicabutnya Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada angka 1,
maka Instansi Pemerintah dan pihak terkait lainnya selanjutnya melaksanakan
tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

F. Penutup
Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan oleh seluruh Pimpinan Instansi
Pemerintah dan pihak terkait lainnya.
Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih
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Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;

2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri.



